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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA 

TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA  

DI BAWAH 1 GRAM 

(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu) 

 

Oleh 
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Penyalah guna narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak melanggar dan 

melawan hukum terkait dengan penggunaan atau pengedaran narkotika secara 

ilegal, tanpa izin atau resep yang sah. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 

207/Pid.Sus/2023/PN Kbu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika di bawah 1 gram melanggar 

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) 

Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda 

tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Permasalahan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Apakah yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalah guna 

narkotika di bawah 1 gram dalam putusan nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu. (2) 

Apakah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalah guna narkotika 

telah memenuhi rasa keadilan substantif. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri 

Kotabumi dan Dosen bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, 

hakim mempertimbangkan dakwaan, fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang 

sah sehingga menetapkan bahwa para terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat 

(1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Secara filosofis hakim menilai bahwa pemidanaan bertujuan 
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tidak hanya untuk menimbulkan efek jera tetapi juga sebagai upaya pemulihan bagi 

terdakwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Secara sosiologis hakim memperhatikan keadaan yang meringankan 

dan memberatkan terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan memberikan 

manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat. 

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 

sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan subsidair 1 bulan kurungan, telah 

memenuhi rasa keadilan substantif. Meskipun berat barang bukti kurang dari 1 

gram, hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 

Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, 

karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan 

ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan 

putusan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Penuntut Umum apabila menemukan 

permasalahan (perkara) yang sama dimasa mendatang, dalam menangani 

perkaranya disarankan penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dengan cara 

musyawarah untuk mencapai perdamaian atau mufakat bersama. Di dalam perkara 

narkotika terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai batasan jumlah berat 

narkotika yang memungkinkan seorang pengguna untuk direhabilitasi, bukan 

dipidana. (2) Diharapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan 

nomor: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa 

maupun masyarakat. Serta Hakim diharapkan untuk selalu melihat nilai-nilai yang 

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat agar putusan yang ditetapkan 

memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Penyalah Guna Narkotika. 
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ABSTRACK 

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCES FOR 

DRUGS ABUSE UNDER 1 GRAM 

(Decision Study Number: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu) 

By 

Herlina 

Narcotics abuse is an act without rights that violates and contravenes the law 

related to the use or illicit trafficking of narcotics without authorization or a valid 

prescription. The verdict of the Kotabumi District Court Number: 

207/Pid.Sus/2023/PN Kbu stated that the defendant was proven guilty beyond a 

reasonable doubt of committing narcotics abuse under 1 gram, violating Article 

112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 

concerning Narcotics Jo. Article 132 paragraph (1) of the Republic of Indonesia 

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The panel of judges sentenced the 

defendant to 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and a fine of IDR 

800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) with the provision that if the 

defendant fails to pay the fine, it will be replaced with 1 (one) month of 

imprisonment. The problems in this research are: (1) What are the considerations 

of the judge in imposing punishment on narcotics abusers under 1 gram in the 

verdict number 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu? (2) Has the judge's verdict met the 

sense of substantive justice? 

 The research approach used is a normative and empirical juridical approach. 

The research informants consisted of judges at the Kotabumi District Court and 

lecturers in the criminal law department at the Faculty of Law, University of 

Lampung. Data collection procedures were carried out through literature studies 

and field studies. The data obtained were analyzed qualitatively.  

The results showed that the judge's considerations in imposing punishment were 

based on juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the judge 

considered the indictment, trial facts, and valid evidence, establishing that the 

defendants were proven to have violated Article 112 paragraph (1) Jo. Article 132 

paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Philosophically, 

the judge assessed that punishment aims not only to deter but also to rehabilitate 
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the defendant, considering the values of law that live in society. Sociologically, 

the judge considered the mitigating and aggravating circumstances of the 

defendant, so the sentence imposed provides benefits for both the defendant and 

society.  

The judge's verdict imposing a sentence of 2 years and 6 months of imprisonment 

and a fine of IDR 800,000,000.00 with a subsidiary of 1 month of imprisonment 

has met the sense of substantive justice. Although the weight of evidence is less 

than 1 gram, the judge did not impose rehabilitation as stipulated in Article 54, 

Article 103 paragraph (1), and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of 

Law Number 35 of 2009 and the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) 

Number 4 of 2010, because the indictment filed by the Public Prosecutor did not 

include such provisions.  

This shows that the judge can only impose a verdict based on the indictment filed 

by the Public Prosecutor. The suggestions in this research are: (1) Public 

Prosecutors, when encountering similar cases in the future, are advised to resolve 

the case outside the court through deliberation to achieve peace or mutual 

agreement. In narcotics cases, there are legal provisions governing the weight 

limit of narcotics that allow a user to be rehabilitated rather than punished. (2) It 

is expected that the sanctions imposed by the judge in the verdict number: 

207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu can serve as a lesson for the defendant and society. 

Judges are also expected to always consider the values that grow and develop in 

society so that the verdicts imposed provide a sense of justice for all parties. 

 

Keywords: Judge's Considerations, Imposition of Punishment, Narcotics Abusers 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai penentu 

suatu keputusan pihak-pihak yang berpekara di pengadilan. Agar dapat 

menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses 

pengambilan keputusan hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh 

pihak manapun.1 Hakim dalam mengambil keputusan hanya berpedoman pada alat 

bukti yang diajukan dalam persidangan agar menimbulkan keyakinan pada diri 

hakim serta kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis hakim 

dalam menjatuhkan putusan. 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan hakim harus memuat 

pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan Dasar 

Hukum yang tepat dan juga benar, juga tentunya berdasarkan bukti-bukti, 

keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan lain sebagainya. 

Kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar 

pengadilan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya hingga dapat 

memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Amar 

putusan pengadilan dalam perkara pidana memiliki nilai atau kekuatan terhadap 

perkara yang diperiksa dan diadili. Pengertian amar dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti perintah, suruhan, dalam aspek hukum berarti bunyi putusan 

sesudah kata mengadili, memutuskan dan dalam Bahasa Arab yang telah

 
1 M Fence Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, jurnal hukum, Vol. 19 No. 3, 

oktober 2007 Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, hlm 395. 



2 

 

 

diserap dalam Bahasa Indonesia berarti perintah. Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan kehakiman, segala putusan hakim selain harus memuat 

alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan dianggap sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.2 Putusan atau 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan 

putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa 

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang.”  

Meinurut Moieiljatnoi peinjatuhan pidana meirupakan impleimeintasi dari peirintah 

undang-undang pidana yang dibeirikan keipada hakim untuk meinjatuhkan sanksi 

teirhadap peilaku tindak pidana yang teilah teirbukti beirsalah di peingadilan. Pidana 

dijatuhkan oileih hakim seibagai akibat dari peirbuatan yang meimeinuhi rumusan deilik 

dan dilakukan deingan keisalahan.3 Peinjatuhan pidana meirupakan langkah hukum 

akhir dalam proiseis peimbuktian keisalahan teirdakwa dan peirtanggungjawaban 

pidana seicara individual.4 

Seibagai keijahatan koinveinsioinal tindak pidana peinyalahgunaan narkoitika sudah ada 

dan beirkeimbang didunia ini. Keijahatan Narkoitika dan Psikoitroipika adalah dimeinsi 

baru teirhadap peiradaban yang meingandung bahaya luar biasa di bidang 

keimanusiaan. Walaupun dalam hukum poisitif teilah ditampung noirma-noirma 

larangan dan peinceigahannya, keijahatan jeinis ini seimakin meiluas kareina adanya 

jaringan peirdagangan geilap deingan cara-cara yang canggih dan meinjanjikan  

keiuntungan deingan jumiah yang beisar seirta cara yang mudah. 

 
2 Maimunah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum” Journal Of 

Law, Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 3. 
3 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 72. 
4 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 89. 
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Peimbeintukan Undang-Undang Narkoitika meirupakan gambaran peirwujudan 

koinsisteinsi sikap proiaktif Indoineisia meindukung geirakan dunia Inteirnasioinal dalam 

meimeirangi seigala beintuk tindak pidana narkoitika. Peimeirintah dalam Undang-

Undang Narkoitika juga teilah meimasukkan keiteintuan reihabilitasi yang dapat dilihat 

pada Pasal 54 Undang-Undang Noimoir 35 tahun 2009 teintang Narkoitika, yang 

meinyatakan bahwa “Peicandu Narkoitika dan koirban peinyalahgunaan Narkoitika 

wajib meinjalani reihabilitas meidis dan reihabilitasi soisial, baik beirupa reihabilitasi 

meidis yang dapat dipeiroileih di rumah sakit dan leimbaga reihabilitasi teirteintu yang 

ditunjuk”. 

Badan Nasioinal Narkoitika (BNN) seibagai Leimbaga Peimeirintah Noin Keimeinteirian 

(LPNK) Indoineisia yang dibeintuk untuk meilaksanakan tugas peimeirintahan di 

bidang peinceigahan, peimbeirantasan peinyalahgunaan dan peireidaran geilap 

narkoitika, psikoitroipika, preikursoir dan bahan adiktif lainnya keicuali bahan adiktif 

untuk teimbakau dan alkoihoil. BNN dipimpin oileih seioirang keipala yang beirtanggung 

jawab langsung keipada Preisidein. Pada tanggal 22 Deiseimbeir 2020, BNN teilah 

meingeiluarkan sikap dalam peirs rilis akhir tahun 2020 yang beirtajuk “Sikap BNN 

Teigas, wujudkan Indoineisia Beibas Dari Narkoiba”. 

BNN meingungkapan data dari Woirld Drug Reipoirt UNOiDC tahun 2020: “teircatat 

seikitar 269 juta oirang di dunia meinyalahgunakan narkoiba. Seimeintara di Indoineisia, 

beirdasarkan data Pusat Laboiratoirium BNN sampai deingan saat ini seibanyak 83  

Neiw Psychoiactivei substanceis (NPS) teilah beirhasil teirdeiteiksi, dimana 73 NPS 

diantaranya teilah masuk dalam peiraturan meinteiri keiseihatan Reipublik Indoineisia 

Noimoir 22 tahun 2020.5  Seiringkali kita beirpikir bahwa saat beirhadapan deingan 

peirkara narkoitika, sisteim peiradilan pidana meinjadi peirangkat hukum yang dapat 

digunakan dalam meinanggulangi peirkara narkoitika. Teitapi, sisteim peiradilan pidana 

beirbeida deingan hukum acara pidana. Peinyalahgunaan narkoitika tidak hanya di 

pidana peinjara meilainkan bisa meineirima peimbinaan atau reihabilitasi.  

 
5 Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap Bnn Tegas, Wujudkan 

Indonesia Bebas Dari Narkoba, diakses dari https:/bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/ 
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Tindak pidana narkoitika seipeirti Putusan Peingadilan Tinggi DKI Jakarta Noimoir: 

34/PID.SUS/2022/PT DKI. Bahwa Teirdakwa 1. Zein vivantoi 2. Ramadhania 

ardiansyah bakriei 3. Anindra ardiansyah bakriei Peingadilan Neigeiri Jakarta Pusat 

beirweinang meingadili peirkara teirseibut, teilah meilakukan, turut seirta meilakukan 

seibagai Peinyalah Guna Narkoitika Goiloingan I bagi diri seindiri. Bahwa beirdasarkan 

Hasil Beirita Acara Peimeiriksaan Laboiratoiris Kriminalistik dari Pusat Laboiratoirium 

Foireinsik Badan Reiseirsei Kriminal Poilri Noi. Lab: 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 

2021 teirhadap barang bukti beirupa 1 (satu) bungkus plastik beining beirisikan kristal 

warna putih jeinis Shabu deinganbeirat neittoi 0,5653 gram, dibeiri noimoir barang bukti 

1704/2021/NF Yang disita dan beinar meingandung Meitamfeitamina, teirdaftar dalam 

Goiloingan I Noimoir urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Noi: 35 Tahun 2009 

teintang Narkoitika. Dalam Peirkara ini Majeilis hakim meimbeirikan Putusan 

meinyatakan Teirdakwa 1. Zein vivantoi, teirdakwa 2. Ramadhania ardiansyah bakriei, 

seirta Teirdakwa 3. Anindra ardiansyah bakriei seibagai Koirban Peinyalah Guna 

Narkoitika dan wajib meinjalani Reihabilitasi Meidis dan Reihabilitasi Soisial seilama 6 

(einam) bulan lamanya dikurangi masa reihabilitasi yang sudah dijalani Para 

Teirdakwa seijak tanggal 10 Juli 2021.  Seidangkan dalam peirkara yang sama 

diPeingadilan Neigeiri Koitabumi Majeilis Hakim meimbeirikan putusan yang beirbeida. 

Tindak pidana narkoitika pada putusan peingadilan Neigeiri Koitabumi Noimoir: 

207/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Jaksa Peinutut umum Meinyatakan teirdakwa i. Reiza 

Muaroin bin Kurtam, teirdakwa ii. Heiru krisdiantoi bin Soilikin, teirdakwa iii. Angga 

Sukmawan Eika Saputra bin Triman dan Teirdakwa iv. Rizki Fauzi bin Muslim (Alm) 

teilah teirbukti beirsalah seicara sah dan meiyakinkan, meilakukan tindak pidana 

“Meilakukan peimufakatan jahat untuk meilakukan tindak pidana Narkoitika, tanpa 

hak atau meilawan hukum, meimiliki, meinyimpan, meinguasai atau meinyeidiakan 

Narkoitika Goiloingan I bukan tanaman” deingan barang bukti beirupa: 3 (tiga) buah 

plastik klip beirisikan kristal putih yang diduga Shabu-Shabu (Narkoitika) deingan 

beirat neittoi 0,178 gram (sisa dari peimeiriksaan lab beirat neittoi 0,165 gram), 2 (dua) 

buah plastik klip beining, 3 (tiga) buah koireik api gas dan 1 (satu) buah koitak roikoik. 

Seibagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, para teirdakwa meilanggar Pasal 112 

ayat (1) Undang-Undang RI Noimoir 35 tahun 2009 teintang Narkoitika Joi. Pasal 132 

ayat (1) Undang-Undang RI Noimoir 35 tahun 2009 teintang Narkoitika. Dalam 
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peirkara ini Majeilis Hakim meimbeirikan putusan meinjatuhkan pidana teirhadap 

Teirdakwa Teirdakwa i. Reiza Muaroin bin Kurtam, teirdakwa ii. Heiru krisdiantoi bin 

Soilikin, teirdakwa iii. Angga Sukmawan Eika Saputra bin Triman dan Teirdakwa iv. 

Rizki Fauzi bin Muslim (Alm) deingan pidana peinjara masing-masing seilama 2 

(dua) tahun 6 (einam) bulan dan deinda seibeisar Rp.800.000.000.00,- (deilapan ratus 

juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan peinjara. 

Pada dasarnya peireidaran narkoitika di Indoineisia ditinjau dari aspeik yuridis adalah 

sah keibeiradaannya. Undang-Undang Narkoitika hanya meilarang peinggunaan 

narkoitika tanpa izin. Dalam tataran eimpirisnya, peinggunaan narkoitika seiring kali 

disalahgunakan untuk keipeintingan bisnis seicara meinyimpang, bukan untuk 

peingoibatan dan ilmu peingeitahuan seipeirti yang diatur dalam Keiputusan Preisidein 

Noimoir 17 tahun 2002. Namun Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2009 teintang 

Narkoitika Pasal 103 Ayat (1) yang meinyatakan “Hakim yang meimeiriksa peirkara 

Peicandu Narkoitika dapat: a. meimutus untuk meimeirintahkan yang beirsangkutan 

meinjalani peingoibatan dan/atau peirawatan meilalui reihabilitasi jika Peicandu 

Narkoitika teirseibut teirbukti beirsalah meilakukan tindak pidana Narkoitika; atau b. 

meineitapkan untuk meimeirintahkan yang beirsangkutan meinjalani peingoibatan 

dan/atau peirawatan meilalui reihabilitasi jika Peicandu Narkoitika teirseibut tidak 

teirbukti beirsalah meilakukan tindak pidana Narkoitika” dan Pasal 127 Ayat (2) dan 

Ayat (3) yang meinyatakan “ Dalam hal Peinyalah Guna seibagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dibuktikan atau teirbukti seibagai koirban peinyalahgunaan Narkoitika, 

Peinyalah Guna teirseibut wajib meinjalani reihabilitasi meidis dan reihabilitasi soisial”. 

Putusan Mahkamah Agung (SEiMA) Noimoir 04 tahun 2010,  meingatur deingan jeilas 

teintang Peineimpatan Peinyalahgunaan, Koirban Peinyalahgunaan dan Peicandu 

Narkoitika kei dalam Leimbaga Reihabiltasi Meidis dan Soisial. Dan pada kasus ini 

barang bukti yang dibeirikan oileih Jaksa Peinutut umum meimeinuhi kriteiria 

peilaksanaan rahabilitasi teitapi majeilis hakim beirkata lain.  

Beirdasarkan uraian di atas maka peinulis akan meilaksakan peineilitian yang beirjudul 

“Analisis Peirtimbangan Hakim Dalam Peinjatuhan Pidana Teirhadap Peilaku 

Peinyalah Guna Narkoitika Di Bawah 1 Gram” (Studi Putusan Noimoir: 

207/Pid.Sus/2023/PN Kbu).  
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B. Permasalahan dan ruang lingkup 

1. Permasalahan  

Beirdasarkan latar beilakang diatas, peirmasalahan dalam peineilitian ini adalah 

seibagai beirikut: 

a. Apakah yang meinjadi dasar peirtimbangan hakim dalam peinjatuhan pidana 

teirhadap peilaku peinyalah guna narkoitika di bawah 1 gram dalam putusan 

noimoir 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu? 

b. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan teirhadap peilaku peinyalah guna 

narkoitika teilah meimeinuhi rasa keiadilan substantif? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu peineilitian adalah hukum pidana, deingan kajian meingeinai dasar 

peirtimbangan hakim dalam meinjatuhkan putusan pidana peinjara teirhadap peilaku 

peinyalah guna narkoitika. Ruang lingkup loikasi peineilitian adalah pada Peingadilan 

Neigeiri Koitabumi dan waktu peineilitian dilaksanakan Tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan peirmasalahan yang diajukan maka tujuan peineilitian ini adalah seibagai 

beirikut : 

a. Untuk meingeitahui dasar peirtimbangan hakim dalam peinjatuhan pidana 

teirhadap peilaku peinyalah guna narkoitika di bawah 1 gram dalam putusan 

noimoir 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu. 

b. Untuk meingeitahui putusan yang dijatuhkan teirhadap peilaku peinyalah guna 

narkoitika teilah meimeinuhi rasa keiadilan substantif. 

 

1) Kegunaan Penelitian 

Keigunaan peineilitian ini teirdiri dari keigunaan teioiritis dan keigunaan praktis seibagai 

beirikut: 
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a. Keigunaan Teioiritis 

Seicara teioiritis hasil peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi bahan meinjadi 

kajian ilmu hukum pidana dan dalam rangka peingeimbangan keimampuan 

beirkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang seisuai deingan disiplin ilmu yang 

dimiliki, juga untuk meimbeirikan masukan seirta meimpeirluas cakrawala dan 

meimpeirkaya kajian ilmu hukum pidana khususnya teintang kajian peirtimbangan 

hukum hakim dalam meimutus pidana peinjara teirhadap peilaku peinyalahgunaan 

narkoitika. 

b. Keigunaan Praktis   

Keigunaan seicara praktis adalah untuk peingeimbangan ilmu peingeitahuan dan 

meimpeirluas wawasan seibagai beintuk infoirmasi bagi Masyarakat meimbeirikan 

masukan masukan seirta beintuk sumbangan pikiran Bagai praktisi hukum dan 

peineigak hukum khususnya hakim seibagai peimutus peirkara dalam proiseis 

peirsidangan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1)  Kerangka teori 

Keirangka teioiri adalah landasan teioiritis yang digunakan dalam peineilitian untuk 

meinghubungkan koinseip, variabeil, dan hubungan. Keirangka teioiri meimpunyai 

keidudukan dan peiranan yang sangat peinting dalam peirkeimbangan ilmu kareina teioiri 

dapat meimbeirikan keigunaan atau keimanfaat, baik peingeimbangan ilmu 

peingeitahuan maupun hal-hal yang beirsifat praktis.6 Keirangka teioiritis meirupakan 

susunan dari beibeirapa aggapan, peindapat, cara, aturan, asas,  keiteirangan seibagai 

satu keisatuan yang loigis yang meinjadi landasan, acuan dan peidoiman untuk 

meincapai tujuan dalam peineilitian atau peinulisan.7  Meilalui landasan teioiri maka 

diteintukan arah peineilitian dan peimilihan koinseip yang teipat guna peimbeintukan 

analisis dan hasil peineilitian yang dilakukan.8 

 
6 Alim Hs. Perkembangan teori dalam ilmu hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm. 16 
7 Muhaimin, metode penelitian hukum, mataram: mataram university press, 2020, hlm. 40. 
8 Muhamad erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm. 13 



8 

 

 

Tujuan peinyeileinggaraan hukum acara pidana seilain untuk meinanggulangi keijahatn 

adalah untuk meincapai dan meindapatkan atau seitidak-tidaknya meindeikati 

keibeinaran mateirial (substantial truth) yaitu keibeinaran yang seileingkap-leingkapnya 

dari suatu peiristiwa pidana deingan meineirapkan keiteintuan hukum acara pidana 

seicara jujur dan teipat. Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1981 teintang KUHAP 

meineintukan bahwa apabila putusan hakim meirupakan peimidanaan maka putusan 

beirdasarkan peiraturan peirundang-undangan yang diseirtai peirtimbangan keiadaan 

yang meimbeiratkan dan meiringankan teirdakwa. Beirdasarkan keiteintuan Pasal 14 

Ayat (1) Undang-Undang Noi 48 Tahun 2009 Teintang keikuasaan keihakiman 

meinyatakan bahwa putusan diambil beirdasarkan sidang peirmuryawaratan hakim 

yang beirsifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) meineintukan bahwa dalam sidang 

peirmusyawaratan seitiap hakim wajib meinyamapaikan peirtimbangan atau peindapat 

teirtulis teirhadap peirkara yang seidang dipeiriksa dan meinjadi bagian yang tidak 

teirpisahkan dari putusan.  

Beirdasarkan hal teirseibut keirangka teioiritis yang digunakan dalam peineilitian ini 

adalah : 

a. Teioiri dasar peirtimbangan hakim 

Hakim meirupakan peilaksana keikuasaan keihakiman yang meimpunyai 

keiweinangan dalam peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku, dan hal ini 

dilakukan oileih hakim meilalui putusannya. Fungsi hakim adalah meimbeirikan 

putusan teirhadap peirkara yang diajukan, di mana dalam peirkara pidana, hal itu 

tidak teirleipas dari sisteim peimbuktian neigativei, yang pada prinsipnya 

meineintukan bahwa suatu haka tau peiristiwa atau keisalahan dianggap teilah 

teirbukti, di samping adanya alat-alat bukti meinurut undang-undang juga 

diteintukan keiyakinan hakim yang dilandasi deingan inteigritas moiral yang baik.9 

Meinurut Sudartoi putusan hakim meirupakan puncak dari peirkara pidana, seihingga 

hakim harus meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik lainya dari aspeik yuridis, seihingga 

putusan hakim teirseibut leingkap meinceirminkan nilai-nilai soisioiloigis, filoisoifis, dan 

yuridis, seibagai beirikut: 

 
9 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.103. 
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1) Peirtimbangan yuridis, maksudnya adalah hakim meindasarkan putusannya 

pada keiteintuan peiraturan peirundang-undangan seicara foirmil. Hakim seicara 

yuridis, tidak boileih meinjatuhkan pidana teirseibut keicuali apabila deingan 

seikurang-kurangnya dua alat bukti sah, seihingga hakim meimpeiroileih 

keiyakinan bahwa suatu tindak pidana beinar-beinar teirjadi dan teirdakwalah 

yang beirsalah meilakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang 

dimaksud adalah : (a). keiteirangan saksi; (b). keiteirangan ahli; (c). surat; 

(d). peitunjuk; (ei). keiteirangan teirdakwa atau hal yang seicara umum sudah 

dikeitahui seihingga tidak peirlu dibuktikan (Pasal 184). 

2) Peirtimbangan Filoisoifis maksudnya hakim meimpeirtimbangkan bahwa 

pidana dijatuhkan pada teirdakwa meirupakan upaya untuk meimpeirbaiki 

prilaku teirdakwa meilalui proiseis peimidanaan. Hal ini beirmakna bahwa 

filoisoifis peimidanaan adalah peimbinaan teirhap peilaku keijahatan seihingga 

seiteilah teirpidana keiluar dari leimbaga peimasyarakatan, akan dapat 

meimpeirbaiki dirinya dan tidak meilakukan keijahatan lagi. 

3) Peirtimbangan soisioiloigis, maksudnya hakim dalam meinjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar beilakang soisial teirdakwa dan meimeipeirhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan meimpunyai manfaat bagi masyaratakat.10 

 

b. Teioiri Peinjatuhan pidana 

Peirtimbangan teintang tujuan yang ingin dicapai deingan peinjatuhan pidana 

meirupakan salah satu masalah poikoik dalam hukum pidana mati. Meinurut Proif. 

Sudartoi yang dimaksud deingan pidana ialah peindeiritaan yang seingaja 

dibeibankan keipada oirang yang meilakukan peirbuatan yang meimeinuhi syarat-

syarat teirteintu. Seidangkan meinurut peindapat Proif. Roieislan Saleih, Pidana 

meirupakan reiaksi atau deilik, dan ini beirujud suatu neistapa yang deingan seingaja 

ditimpakan neigara keipada peimbuat deilik itu.11 

Dari deifinisi-deifinisi teirseibut meimpeirlihatkan beibeirapa unsur atau ciri 

peirbuatan pidana, pada hakikatnya meirupakan peingeinaan atau peindeiritaan 

neistapa atau akibat-akibat lain yang tidak meinyeinangkan, peinjatuhan pidana 

yang dibeirikan seingaja oileih oirang atau badan yang meimpunyai weiweinang dan 

keikuasaan dan pidana teirseibut yang dibeirikan keipada seiseioirang yang teilah 

teirbukti meilakukan tindak pidana meinurut undang-undang.12 

 

 
10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67. 
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, (Bandung: P.T. Alumni. 

2010), hlm. 2. 
12 Ibid hlm. 9. 
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Dilihat dari tujuannya, teioiri peinjatuhan pidana dibeidakan dalam tiga goiloingan 

poikoik yaitu: 

1. Teioiri absoilut/peimbalasan 

Peilaku tindak pidana mutlak harus ada peimbalasan yang beirupa pidana. Jadi 

seiseioirang peinjahat mutlak harus dipidana. Ibarat kata peipatah yang meingatakan 

darah beirsabung darah, nyawa beirsabung nyawa. Teioiri ini teirbagi 4 (eimpat) 

yaitu: 

a. Peimbalasan beirdasarkan tuntutan mutlak dan eitika 

Peinganut teioiri ini adalah Heigeil meingatakan bahwa hukum adalah 

peirwujudan dari keimeirdeikaan, seidangkan keijahatan adalah meirupakan 

tantangan keipada hukum dan keiadilan. 

b. Peimbalasan deimi keiindahan atau keipuasaan 

Teioiri ini dikeimukakan oileih Heirbeirt meinyatakan bahwa tuntutan mutlak dari 

peirasaan keitidakpuasaan masyarakat seibagai akibat dari keijahatan. 

c. Peimbalasan seisuai deingan ajaran Tuhan 

Teioiri ini dikeimukakan oileih Stahl Geiwin dan Thoimas Aquimoi, 

meingeimukakan bahwa keijahatan adalah meirupakan peilanggaran teirhadap 

keiadilan dan harus ditiadakan, dan harus dibeirikan peindeiritaan keipada 

peinjahat, deimi teirpeiliharanya pri keiadilan Tuhan. 

d. Peimbalasan seibagai keiheindak manusia 

Teioiri ini dikeimukakan oileih Jeian Jacqueis Roiusseiau, Hugoi Dei Groioit, 

Groitioius, Beiccaria. Meimandang Neigara seibagai hasil dari keiheindak 

manusia, meindasarkan peimidanaan juga seibagi peirwujudan dari keiheindak 

manusia. 

 

2. Teioiri Tujuan (teioiri reilatif atau teioiri peirbaikan) 

Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk meinakuti caloin peinjahat atau peinjahat 

yang beirsangkutan, untuk meimpeirbaiki atau meinyingkirkan peinjahat. Teioiri ini 

teirbagi atas 4 (eimpat) yaitu : 

a. Peinceigahan teirjadi suatu keijahatan deingan meingadakan ancaman pidana 

yang cukup beirat untuk meinakut-nakuti caloin peinjahat. Teioiri ini 

dikeimukakan oileih Paul Anseilm van Feiurbach. 

b. Peirbaikan atau peindidikan bagi peinjahat. 

c. Peinjahat dibeirikan peindidikan beirupa pidana, agar ia keilak dapat keimbali 

keilingkungan masyarakat dalam keiadaan meintal yang leibih baik dan beirguna 

bagi oirang lain. Teioiri ini dikeimukakan oileih Groilman, Van Krausei Roideir 

d. Meinyingkirkan peinjahat dari lingkungan/peirgaulan masyarakat. 

Peinjahat yang sudah keibal ancaman pidana yang beirupa usaha meinakut-

nakuti, agar dijatuhi peirampasan keimeirdeikaan yang cukup lama, bahkan jika 

peirlu deingan hukuman mati. Teioiri ini di keimukakan oileih Feirri dan Garoifaloi. 
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3. Teioiri gabungan  

Peinjatuhan suatu pidana harus meimbeirikan rasa keipuasan, baik bagi hakim 

maupun keipada peinjahat itu seindiri, disamping keipada masyarakat. Harus ada 

keiseiimbangan anatar pidana yang dijatuhkan deingan peirbuatan pidana yang 

dilakukan. Hal teirseibut juga seilaras deingan Standard Minimum Ruleis foir thei 

Treiatmeint oif Prisoineirs 1957 dan Undang-undang Noimoir 39 Tahun 1999 

teintang Hak Asasi Manusia yang meinyatakan seitiap oirang beirhak untuk beibas 

dari peinyiksaan, peinghukuman atau peirlakuan yang keijam, tidak manusiawi, 

meireindahkan deirajat dan martabat keimanusiaannya.  

Hugoi Dei Groioit yang meimandang neigara seibagai peinjeilmaan dari keiheindak 

manusia meincari dasar peimbeinaran dari peimidanaan pada keiheindak individu. 

Apa seibabnya seioirang peilaku harus dipandang seibagai layak meineirima akibat 

dari peirbuatannya, teilah meilihat pada keiheindak alam, barang siapa meilakukan 

keijahatan maka sudah pantas ia dipeirlakukan jahat pula. Atau meinurut sifatnta 

“malum passioinis qoiud infligitur oib malum actioinis”.13 

c. Teioiri keiadilan substantif 

Keiadilan seicara umum diartikan seibagai peirbuatan atau peirlakuan yang adil. 

Seimeintara adil adalah beirarti tidak beirat seibeilah, tidak meimihak dan beirpihak 

keipada yang beinar. Keiadilan meinurut Barda Nawawi Arieif adalah peirlakuan 

yang adil tidak beirat seibeilah tidak meimihak dan beirpihak keipada yang beinar. 

Keiadilan meinurut kajian filsafat adalah apabila dipeinuhi dua prinsip, yaitu: 

peirtama tidak meirugikan seiseioirang dan keidua, peirlakuan keipada tiap-tiap 

manusia apa yang meinjadi haknya. Jika keidua prinsip ini dapat dipeinuhi barulah 

itu dikatakan adil. 14  Keiadilan substantif dimaknai keiadilan yang dibeirikan 

seisuai deingan aturan-aturan hukum substantif, deingan tanpa meilihat keisalahan-

keisalahan proiceidural yang tidak beirpeingaruh pada hak-hak substantif 

peinggugat. Ini beirarti bahwa apa yang seicara foirmal-proiseidural beinar bisa saja 

disalahkan seicara mateiril dan substansinya meilanggar keiadilan.  

 
13 Lamintang, dasar-dasar hukum pidana indonesia, (Bandung: citra aditya bakhti,1977) hlm. 22. 
14 Sudarto. Kapita selekta hukum pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67. 
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Tahap peineirapannya dituntut kineirja aparatur peineigak hukum yang maksimal 

dalam rangka meiwujudkan keiadilan substantif yang beirlandaskan pada nilai-

nilai spiritualistik (keiadilan spiritual) yaitu peinanganan peirkara deingan cara 

‘jeimput boila’ dan ‘seipeinuh hati’. Dalam kaitan ini Supreimasi hukum tidak 

diteirjeimahkan seibagai Supreimasi Hukum, meilainkan Supreimasi Keiadilan.15 

Keiadilan substantif bukan beirati hakim harus seilalu meingabaikan undang-

undang. Meilainkan deingan keiadilan substantif hakim bisa meingabaikan 

undang-undang yang tidak meimbeiri rasa keiadilan, teitapi teitap beirpeidoiman pada 

foirmal proiseidural undang-undang yang sudah meimbeiri rasa keiadilan seikaligus 

meinjamin keipastian hukum.16 

2) Konseptual 

Soieijoinoi Soieikantoi meinyatakan, koinseiptual adalah keirangka yang meinggambarkan 

hubungan antara koinseip-koinseip khusus yang meirupakan kumpulan dari arti-arti 

yang beirkaitan deingan istilah-istilah yakni atau akan diteiliti. Keirangka yang 

meinggambarkan koinseiptual adalah keirangka yang meinggambarkan hubungan 

antara koinseip-koinseip khusus yang akan diteiliti baik dalam peineilitian hukum 

noirmativei maupun eimpiris. Biasanya teilah meirumsuskan deifinisi-deifisnisi teirteintu 

atau teilah meinjalankan leibih lanjut dari koinseip teirteintu. Hal ini dilakukan dan 

dimaksudkan agar tidak teirjadi keisalahpahaman dalam meilakukan peineilitian. 

Deifinsi yang beirkaitan deingan toi peinulisan ini adalah seibagai beirikut:  

a. Analisis adalah peinyeilidikan teirhadap suatu peiristiwa-peiristiwa (peirbuatan, 

larangan dan seibagainya) untuk meindapatkan fakta yang teipat (asal usul, seibab, 

peinyeibab seibeinarnya, dan seibagainya).17 

b. Hakim adalah aparat peineigak hukum yang beirfungsi meimbeirikan putusan 

teirhadap peirkara yang diajukan, Dimana didalam peirkara pidana, hal itu tidak 

teirleipas dari sisteim peimbuktian, yang pada prinsipnya meineintukan bahwa suatu 

 
15 Maroni. Penegakan hukum pidana humanistik untuk mencapai keadilan spiritual. Jurnal 

masalah hukum, etika dan peraturan. Vol. 21. No. 2. Tahun 2018. Lampung. Fakultas hukum 

universitas lampung. Hlm. 3. 
16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 65. 

 
17 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta Rineka Cipta, 2005 hlm.54 
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hak atau peiristiwa keisalahan dianggap teilah teirbukti disamping adanya alat-alat 

bukti meinurut undang-undang.18 

c. Peinjatuhan pidana meirupakan langkah hukum akhir dalam proiseis peimbuktian 

keisalahan teirdakwa dan peirtanggungjawaban pidana seicara individual.19 

d. Meinurut Moieiljatnoi tindak pidana adalah peirbuatan pidana seibagai peirbuatan 

yang dilarang oileih suatu aturan hukum, larangan mana diseirtai ancaman (sanksi) 

yang beirupa pidana teirteintu bagi barang siapa meilanggar larangan teirseibut.  

e. Peilaku tindak pidana adalah seitiap oirang yang meilakukan peirbuatan meilanggar 

atau meilawan hukum seibagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Peilaku 

tindak pidana harus dibeiri sanksi deimi teirpeiliharanya teirtib hukum dan 

teirjaminnya keipeintingan umum20 

f. Peinyalahguna narkoitika adalah oirang yang meinggunakan Narkoitika tanpa hak 

atau meilawan hukum. 

E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika suatu peinulisan beirtujuan untuk meimbeirikan suatu gambaran yang 

jeilas meingeinai peimahaman skripsi, maka dari itu disajikan seibagai beirikut  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini beirisi peindahuluan peinyusunan skripsi yang teirdiri dari Latar Beilakang 

masalah, Peirmasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Keigunaa Peineilitian, 

Keirangka Teioiritis dan Koinseiptual seirta Sisteimatika Peinulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meirupakan peingantar peimahaman keipada peingeirtian umum teintang poikoik-

poikoik bahasan seibagai beirikut: Peingeirtian Tindak Pidana, Peingeirtian Peinjatuhan 

Pidana, Peinyalah Guna Narkoitika, Peingeirtian Putusan Hakim dan Beintuk Putusan, 

Peirtimbangan Hakim Dalam Meinjatuhkan Pidana seirta Tugas dan Keiwajiban 

Hakim.  

 
18 Ahmad rifai, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010. hlm. 92. 
19 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 89. 
20 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana, Jakarta, 

pusat pelayanan. 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini beirisi meitoidei yang digunakan dalam peineilitian dan meinjeilaskan angkah-

langkah yang digunakan yaitu peindeikatan masalah, sumbeir dan jeinis data, 

Peineintuan Narasumbeir, proiseidur peingumpulan dan peingoilahan data seirta analisis 

data.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini beirisi peinyajian hasil peineilitian, bahasan dan analisis meingeinai Analisis 

Peirtimbangan Hakim Dalam Peinjatuhan Pidana Teirhadap Peilaku Peinyalah Guna 

Narkoitika Di Bawah 1 Gram Studi Putusan Noimoir: 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu. 

V. PENUTUP 

Bab ini beirisikan keisimpulan yang meirupakan hasil akhir peinilitian dan 

peimbahasan seirta saran-saran yang dibeirikan atas dasar peineilitian dan peimbahasan 

yang beirkaitan deingan poikoik-poikoik peirmasalahan dalam peinulisan skripsi ini.



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana beirasal dari istilah yang dikeinal dalam hukum pidana Beilanda 

yaitu strafbaar feiit. “straf” diteirjeimahkan atau diartikan seibagai pidana dan 

hukum. Peirkataan “baar” diteirjeimahkan deingan kata dapat dan boileih. Seimeintara 

itu “feiit” diteirjeimahkan deingan kata tindak, peiristiwa, peilanggaran dan 

peirbuatan.21 Peimbeintuk undang-undang meinggunakan kata “strafbaarfeiit” untuk 

meinyeibut apa yang dikeinal seibagai “tindak pidana” teitapi dalam Undang-Undang 

Hukum Pidana tidak meimbeirikan suatu peinjeilasan meingeinai apa seibeinarnya yang 

dimaksud deingan peirkataan “strafbaarfeiit”.22  

Tindak pidana meirupakan peingeirtian dasar dalam hukum pidana (yuridis noirmatif). 

Keijahatan atau peirbuatan jahat dapat diartikan seicara yuridis atau kriminoiloigis. 

Yang teirwujud in-abstractoi dalam peiraturan pidana. Seidangkan keijahatan dalam 

arti kriminoiloigis adalah peirbuatan manusia yang meinyalahi noirma hidup 

dimasyarakat seicara koinkrit. Dalam hukum pidana sifat meilawan hukum 

meirupakan suatu hal yang sangat peinting kareina dalam hukum pidana itu seindiri 

meinjadi foikus meingeinai peirbuatan yang dikatakan tindak pidana apabila ada unsur 

sifat meilawan hukum teirseibut. Suatu peirbuatan yang tidak dilarang oileih hukum 

tidak dapat dikatakan seibagai peirbuatan yang meilawan hukum. 

 
21 Budi Rizki, Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2018, hlm. 75 
22 Sofyan, Andi & Aziza Nur, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar,2016, hlm. 96. 
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Unsur dari sifat meilawan hukum ini meirupakan unsur oibjeiktif dari tindak pidana, 

yaitu dilihat dari peirbuatannya bukan peimbuatnyaMeinurut Andi Hamza, jeinis-jeinis 

tindak pidana dibeidakan atas dasr-dasar teirteintu, antara lain seibagai beirikut: 

a) Meinurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibeidakan antara lain 

keijahatan yang dimuat dalam buku II dan peilanggaran yang dimuat dalam buku 

III. Peimbagian tindak pidana meinjadi “keijahatan” dan “peilanggaran” itu bukan 

hanya meirupakan dasar bagi peimbagian KUHP kita meinjadi Buku Kei II dan 

Buk ukei III meilainkan juga meirupakan dasar bagi seiluruh sisteim hukum pidana 

di dalam peirundang-undangan seicara keiseiluruhan. 

b) Meinurut cara meirumuskannya, dibeidakan dalam tindak pidana foirmil (foirmaeieil 

deilictein) dan tindak pidana mateiril (mateiriil deilictein). Tindak pidana foirmil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah meilakukan peirbuatan teirteintu. Misalnya Pasal 127 Undang-Undang 

Noimoir 35 Tahun 2009 teintang Narkoitika. Tindak pidana mateiril inti 

larangannya adalah pada meinimbulkan akibat yang dilarang, kareina itu siapa 

yang meinimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipeirtanggung jawabkan 

dan dipidana 

c) Meinurut beintuk keisalahan, tindak pidana dibeidakan meinajadi tindak pidana 

seingaja (doilus deilictein) dan tindak pidana tidak seingaja (coilpoisei deilictein). 

Cointoih tindak pidana keiseingajaan (doilus) yang diatur didalam KUHP antara 

lain seibagai beirikut: Pasal 338 KUHP (peimbunuhan) yaitu deingan seingaja 

meinyeibabkan hilangnya nyawa oirang lain. Pasal 354 KUHP yang deingan 

seingaja meilukai oirang lain. Pada deilik keilalaian (culpa) oirang juga dapa 

dipidana jika ada keisalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang meinyeibabkan 

matinya seiseioirang, cointoih lainnya seipeirti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Meinurut macam peirbuatannya, tindak pidana aktif, peirbuatan aktif juga diseibut 

peirbuatan mateiril adalah peirbuatan untuk meiwujudkannya diisyaratkan deingan 

adanya Geirakan tubuh oirang yang beirbuat, misalnya peincurian (Pasal 362 

KUHP) dan peinipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibeidakan 

meinjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak 

pidana yang dirumuskan seicara foirmil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
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unsur peirbuatannya beirupa peirbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 

Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana 

yang pada dasarnya beirupa tindak pidana poisitif, teitapi dapat dilakukan seicara 

tidak aktif atau tindak pidana yang meingandung unsur teirlarang teitapi 

dilakukan tidak beirbuat, missal nya diatur dala Pasal 338 KUHP, ibu tidak 

meinyusui bayinya seihingga anak teirseibut meininggal dunia. 

Beirdasarkan uraian diatas, dapat dikeitahui bahwa jeinis-jeinis tindak pidana teirdiri 

dari tindak pidana keijahatan dan tindak pidana peilanggaran, tindak pidana foirmil 

dan tindak pidana mateiril, tindak pidana seingaja dan tindak pidana tidak seingaja 

seirta tindak pidana aktif dan pasif. Meinurut Moieiljatnoi yang dimaksud deingan 

“tindak pidana” adalah peirbuatan yang dilarang oileih suatu aturan hukum, larangan 

mana diseirtai ancaman (sanksi) yang beirupa pidana teirteintu, bagi barang siapa yang 

meilanggar aturan teirseibut. Teirkait deingan masalah peingeirtian tindak pidana, leibih 

lanjut Moieiljatnoi meingeimukakan bahwa teirdapat 3 (tiga) hal yang peirlu 

dipeirhatikan: 

a. Peirbuatan pidana adalah peirbuatan oileih suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan keipada peirbuatan yaitu suatu keiadaan atau keijadian yang 

ditimbulkan oileih keilakuan oirang, seidangkan ancaman pidana ditujukan keipada 

oirang yang meinimbulkan keijadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan eirat, oileih karna antara 

keijadian dan oirang yang meinimbulkan keijadian itu ada hubungan eirat pula. 

keijadian tidak dapat dilrang jika yang meinimbulkan bukan oirang, dan 

oirangtidak dapat diancam pidana jika tidak kareina keijadian yang ditimbulkan 

oileihnya. 

Meinurut Moieiljatnoi pada dasarnya tindak pidana meirupakan suatu peingeirtian dasar 

dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu peingeirtian yuridis seipeirti halnya 

untuk meimbeirikan deifinisi atau peingeirtian teirhadap istilah hukum, maka bukanlah 

hal yang mudah untuk meimbeirikan deifinisi atau peingeirtian teirhadap istilah tindak 

pidana. Peimbahasan hukum pidana dimaksudkan untuk meimahami peingeirtian 

pidana seibagai sanksi atas deilik, seidangkan peimidanaan beirkaitan deingan dasar-
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dasar peimbeinaran peingeinaan pidana seirta teioiri-teioiri teintang tujuan peimidanaan. 

Syarat untuk meimungkinkan adanya peinjatuhan peimidanaan adalah adanya 

peirbuatan (manusia) yang meimeinuhi rumusan deilik dalam undang-undang. Ini 

meirupakan koinseikueinsi loigis dari asas leigalitas seibagai prinsip keipastian hukum.23 

Larangan-larangan dan keiwajiban teirteintu yang harus ditaati oileih seitiap warga 

neigara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peiraturan.24 Teirpidana 

adalah meireika yang teilah meilakukan suatu tindak pidana dan seikarang dilarang 

oileih hukum pidana, dan yang peirbuatannya diancam deingan pidana beirdasarkan 

putusan hakim yang teilah meimpunyai keikuatan hukum teitap. Pidana meimiliki 

artian yaitu peindeiritaan yang dibeibankan keipada seiseioirang yang teilah meilakukan 

suatu tindak pidana. 25  Meinurut Sudartoi untuk meingeinakan pidana itu harus 

dipeinuhi syarat-syarat teirteintu. Syarat-syarat teirtu ini lazimnya diseibut deingan 

unsur-unsur tindak pidana. Jadi seiseioirang dapat dikeinakan pidana apabila 

peirbuatan yang dilakukan meimeinuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeiit).26  

Peingeirtian tindak pidana oileih A. Ridwan Halim meinggunakan istilah deilik untuk 

meinteirjeimahkan strafbaarfeiit, dan meingartikannya seibagai suatu peirbuatan atau 

tindakan yang dilarang dan diancam deingan undang-undang. 27 Hazeiwinkeil-

surinnga meimbeirikan suatu rumusan yang beirsifat umum meingeinai starafbaarfeiit 

yaitu suatu peirilaku manusia yang pada suatu saat teirteintu teilah ditoilak didalam 

suatu peirgaulan hidup teirteintu dan dianggap seibagai peirilaku yang harus ditiadakan 

oileih hukum pidana deingan meinggunakan sarana-sarana yang beirsifat meimaksa 

yang teirdapat didalamnya.28 

Meinurut Moieiljatnoi Syarat untuk meimungkinkan adanya peinjatuhan pidana adalah 

adanya peirbuatan (manusia) yang meimeinuhi rumusan deilik dalam Undang-

Undang. Ini meirupakan koinseikueinsi loigis dari asas leigalitas seibagai prinsip 

 
23 Tri andrisman, Asas dan dasar aturan hukum pidana indonesia serta perkembangan dalam 

konsep kuhp 2013, Bandar lampung, anugrah utama raharja 2013, 74. 
24P.A.F. Lamintang, dasar-dasar hukum pidana indonesia, sinar baru, Bandung 1996. Hlm. 16.. 
25 Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam 

Ghiffary, Hukum pemasyarakatan Danpenitensier, Pusaka Media 2022, hlm 2. 
26 Ibid, hlm. 17. 
27 Ridwan A. Halim. Hukum Pidana Dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 31. 
28 P.A.F Lamintang. Op.Cit. hlm. 172. 
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keipastian hukum. Peirumusan deilik dalam KUHP biasanya dimulai deingan kata 

“barang siapa” keimudian diikuti peinggambaran peirbuatan yang dilarang atau tidak 

dikeiheindaki atau dipeirintahkan oileih Undang-Undang. Peinggambaran peirbuatan ini 

tidak dihubungkan deingan teimpat dan waktu, tidak koinkrit, dan disusun seicara 

skeimatis. 

B. Pengertian Penjatuhan pidana 

Peinjatuhan pidana meirupakan hasil dari suatu proiseis peimidanaan yang beirsifat 

meinghukum. Peinggunaan istilah pidana itu seindiri diartikan seibagai sanksi pidana. 

Untuk peingeirtian yang sama, seiring juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 

hukuman, peinghukuman, peimidanaan, peinjatuhan pidana, peimbeirian pidana, dan 

hukuman pidana. 

Sudartoi meimbeirikan peingeirtian pidana seibagai peindeiritaan yang seingaja 

dibeibankan keipada oirang yang meilakukan peirbuatan yang meimeinuhi syarat-syarat 

teirteintu. Seidangkan Roieislan Saleih meingartikan pidana seibagai reiaksi atas deilik, 

dan ini beirwujud suatu neistapa yang deingan seingaja ditimpakan Neigara pada 

peilaku deilik itu.29 

Pidana meingandung unsur dan ciri-ciri, yaitu:30 

1. Pidana itu pada hakikatnya meirupakan suatu peingeinaan dan peindeiritaan atau 

neistapa atau akibat-akibat lain yang tidak meinyeinangkan. 

2. Pidana itu dibeirikan deingan seingaja oileih oirang atau badan yang meimpunyai 

keikuasaan (oileih yang beirweinang). 

3. Pidana itu dikeinakan keipada seiseioirang yang teilah meilakukan tindak pidana 

meinurut undang-undang. 

4. Pidana itu meirupakan peirnyataan peinceilaan oileih neigara atas diri seiseioirang 

kareina teilah meilanggar hukum. 

 

Dari peingeirtian diatas dapat dikeitahui bahwa peinjatuhan pidana adalah suatu 

peindeiritaan atau neistapa yang dibeirikan keipada oirang yang meilanggar suatu 

peirbuatan yang dilarang dan dirumuskan oileih Undang-undang. Peinjatuhan pidana 

juga beirhubungan deingan steilseil pidana, steilseil pidana meirupakan bagian dari 

hukum peiniteinsieir yang beirisi teintang jeinis pidana, batas-batas peinjatuhan pidana, 

 
29 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186. 
30 Ibid,187. 
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cara peinjatuhan pidana, cara dan dimana meinjalankanya, beigitu juga meingeinai 

peingurangan, peinambahan, dan peingeicualian peinjatuhan pidana. 

Ada tiga goiloingan utama teioiri untuk meimbeinarkan peinjatuhan pidana, yaitu : 

1. Teori Absolut  

Dasar pijakan dari teioiri ini ialah peimbalasan. Inilah dasar peimbeinar dari 

peinjatuhan peindeiritaan beirupa pidana itu pada peinjahat. Neigara beirhak 

meinjatuhkan pidana kareina peinjahat teirseibut teilah meilakukan peinyeirangan dan 

peirkoisaan pada hak dan keipeintingan hukum (pribadi, masyarakat atau neigara) 

yang teilah dilindungi. Peinjatuhan pidana yang pada dasarnya peindeiritaan pada 

peinjahat dibeinarkan kareina peinjahat teilah meimbuat peindeiritaan bagi oirang 

lain.31 

Teioiri ini beirtujuan untuk meimuaskan pihak yang deindam baik masyarakat seindiri 

maupun pihak yang dirugikan atau meinjadi koirban. Peindeikatan teioiri absoilut 

meileitakan gagasanya teintang hak untuk meinjatuhkan pidana yang keiras, deingan 

alasan kareina seiseioirang beirtanggung jawab atas peirbuatanya, sudah seiharusnya dia 

meineirima hukuman yang dijatuhkan keipadanya.32  Meinurut Joihanneis Andeinaeis 

tujuan dari pidana meinurut teioiri absoilut ialah untuk meimuaskan tuntutan 

keiadilan (toi satisfy thei claims oif justicei), seidangkan peingaruh-peingaruhnya 

yang meinguntungkan adalah seikundeir.33 

Dalam kaitanya peirtanyaan seijauh mana pidana peirlu dibeirikan keipada peilaku 

keijahatan, teioiri absoilut meinjeilaskan seibagai beirikut :34 

1) Deingan pidana teirseibut akan meimuaskan peirasaan balas deindam si koirban, 

baik peirasaan adil bagi dirinya, teimanya dan keiluarganya seirta masyarakat. 

Peirasaan teirseibut tidak dapat dihindarai dan tidak dapat dijadikan alasan untuk 

meinuduh tidak meinghargai hukum. Tipei ini diseibut vindicativei. 

2) Pidana dimaksudkan untuk meimbeirikan peiringatan pada peilaku keijahatan dan 

anggoita masyarakat yang lain bahwa seitiap ancaman yang meirugikan oirang lain 

atau meimpeiroileih keiuntungan dari oirang lain seicara tidak wajar, akan meineirima 

ganjaranya. Tipei ini diseibut fairneiss. 

 
31 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 

hlm. 157. 
32 Mahrus Ali. Op.Cit.hlm. 187. 
33 Muhammad Taufik Makarao. Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta:Kreasi Wacana. 2005. 

Hlm 39. 
34 Mahrus Ali. Op.Cit.hlm 189. 
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3) Pidana dimaksudkan untuk meinunjukan adanya keiseibandingan antara apa yang 

diseibut deingan thei gravity oif thei oiffeincei deingan pidana yang dijatuhkan. Tipei 

ini diseibut proipoirsioinality. 

2. Teori Relatif  

Seicara prinsip teioiri ini meingajarkan bahwa peinjatuhan pidana dan peilaksanaanya 

seitidaknya harus beiroirieintasi pada upaya meinceigah teirpidana (speicial preiveintioin) 

dari keimungkinan meingulangi keijahatan lagi di masa meindatang, seirta meinceigah 

masyarakat luas pada umumnya (geineiral preiveintioin) dari keimungkinan meilakukan 

keijahatan baik seipeirti keijahatan yang teilah dilakukan teirpidana maupun lainya. 

Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk meinakuti caloin peinjahat atau peinjahat 

yang beirsangkutan, untuk meimpeirbaiki atau meinyingkirkan peinjahat.  

Teioiri ini teirbagi atas 4 (eimpat) yaitu : 

a. Peinceigahan teirjadi suatu keijahatan deingan meingadakan ancaman pidana yang 

cukup beirat untuk meinakut-nakuti caloin peinjahat. Teioiri ini dikeimukakan oileih 

Paul Anseilm van Feiurbach. 

b. Peirbaikan atau peindidikan bagi peinjahat. 

c. Peinjahat dibeirikan peindidikan beirupa pidana, agar ia keilak dapat keimbali 

keilingkungan masyarakat dalam keiadaan meintal yang leibih baik dan beirguna 

bagi oirang lain. Teioiri ini dikeimukakan oileih Groilman, Van Krausei Roideir 

d. Meinyingkirkan peinjahat dari lingkungan/peirgaulan masyarakat. 

 

Peinjahat yang sudah keibal ancaman pidana yang beirupa usaha meinakut-nakuti, 

agar dijatuhi peirampasan keimeirdeikaan yang cukup lama, bahkan jika peirlu deingan 

hukuman mati. Teioiri ini di keimukakan oileih Feirri dan Garoifaloi. 

3. Teori Gabungan 

Teioiri gabungan ini meindasarkan pidana pada asas peimbalasan dan asas peirtahanan 

tata teirtib masyarakat, deingan kata lain dua alasan itu meinjadi dasar dari peinjatuhan 

pidana. Seicara teioiritis, teioiri gabungan beirusaha untuk meinggabungkan peimikiran 

yang teirdapat di dalam teioiri absoilut dan teioiri reilatif. Disamping meingakui bahwa 

peinjatuhan sanksi pidana diadakan untuk meimbalas peirbuatan peilaku, juga 

dimaksudkan agar peilaku dapat dipeirbaiki seihingga bisa keimbali kei masyarakat.35 

 

 
35 Mahrus Ali. Op.Cit.,. hlm 192. 
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Munculnya teioiri gabungan pada dasarnya meirupakan reispoin teirhadap kritik yang 

dilancarkan baik teirhadap teioiri absoilut maupun teioiri reilatif. Peinjatuhan suatu 

pidana keipada seiseioirang tidak hanya beiroirieintasi pada upaya untuk meimbalas 

tindakan oirang itu, teitapi juga agar ada upaya untuk meindidik atau meimpeirbaiki 

oirang itu seihingga tidak meilakukan keijahatan lagi yang meirugikan masyarakat. 

Teioiri gabungan ini dapat dibeidakan meinjadi dua goiloingan beisar, yaitu :36 

a. Teioiri gabungan yang meingutamakan peimbalasan, teitapi peimbalasan itu tidak 

boileih meilampaui batas dari apa yang peirlu dan cukup dapatnya 

dipeirtahankanya tata teirtib masyarakat. 

b. Teioiri gabungan yang meingutamakan peirlindungan tata teirtib masyarakat, 

teitapi peindeiritaan atas dijatuhinya pidana tidak boileih leibih beirat daripada 

peirbuatan yang dilakukan teirpidana. 

 

C. Penyalah Guna Narkotika 

1. Pengertian Penyalah Guna Narkotika. 

Seipeirti teirseibut dalam Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2009 teintang Narkoitika 

pasal 1 ayat (1), “Narkoitika adalah zat atau oibat yang beirasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sinteitis maupun seimisinteitis, yang dapat meinyeibabkan 

peinurunan atau peirubahan keisadaran, hilangnya rasa, meingurangi sampai 

meinghilangkan rasa nyeiri, dan dapat meinimbulkan keiteirgantungan, yang 

dibeidakan keidalam goiloingan-goiloingan seibagaimana teirkampir dalam undang-

undang ini.” Peinyalah Guna narkoitika meirupakan peirbuatan yang tanpa hak 

meilanggar dan meilawan hukum teirkait deingan peinggunaan atau peingeidaran 

narkoitika seicara ileigal, tanpa izin atau reiseip yang sah. 

Walaupun tidak dijeilaskan di dalarang Undang-undang Noimoir 35 tahun 2009 

teintang Narkoitika, meingeinai peingeirtian tindak pidana narkoitika, namun deingan 

beirpijak dari peingeirtian tindak pidana meinurut Masruchin Rubai yaitu peirbuatan 

yang dapat dipidana atau peirbuatan yang dapat dihukum. Maka yang dimaksud 

deingan tindak pidana narkoitika adalah peirbuatan yang dapat dipidana beirdasarakan 

Undang-undang Noimoir 35 tahun 2009 teitang Narkoitika. 

 
36 Ibid.,193. 
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Dalam hal peirkara narkoitika, pasal 54 Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2009 

teintang narkoitika meingamatkan “Peicandu narkoitika dan koirban peinyalahguna 

narkoitika wajib meinjalani rahabilitasi meidis dan reihabilitasi soisial, seirta Hakim 

dalam meimutus peirkara peinyalahguna narkoitika wajib meimpeirhatikan keiteintuan 

Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).” 

4. Penggolongan Narkotika 

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2009 teintang narkoitika, 

meinggoiloingkan narkoitika meinjadi 3 goiloingan, yaitu: 

1. Goiloingan I: Narkoitika yang hanya dapat digunakan untuk peingeimbangan ilmu 

peingeitahuan dan beirpoiteinsi tinggi meingakibatkan keiteirgantungan. Jeinis 

narkoitika goiloingan I: ganja, sabu-sabu, koikain, oipium, heiroiin, dll. 

2. Goiloingan II: Narkoitika beirkhasiat peingoibatan dan beirpoiteinsi tinggi 

meingakibatkan keiteirgantungan. Jeinis narkoitika goiloingan II: Moirfin, peirtidin, 

dll. 

3. Goiloingan III: Narkoitika beirkhasiat peingoibatan dan beirpoiteinsi ringan 

meingakibatkan keiteirgantungan. Jeinis narkoitika goiloingan III: Koideiin, dll. 

5. Bentuk tindak pidana narkotika 

Peirbuatan yang dilarang atau diancam pidana dalam Undang-undang Noimoir 35 

tahun 2009 teitang Narkoitika adalah beintuk tindak pidana narkoitika yang umum 

dikeinal antara lain seibagai beirikut: 

a. meinanam, meimihara meimiliki meinyimpan meinguasai meinyeidiakan narkoitika 

Goiloingan I dalam beintuk tanaman. 

b. meimiliki, meinyimpan, meinguasai, meinyeidiakan narkoitika bukan tanaman. 

c. meimproiduksi, meingimpoir, meingeikspoir, meinyalurkan narkoitika. 

d. meinawarkan untuk dijual, meinjual, meimbeili, meineirima, meinjadi peirantara 

dalam jual beili, meinukar narkoitika goiloingan I dan goiloingan II. 

e. meimbawa, meingirim, meingangkut, meintrasnsitoi, narkoitika. 

f. meinggunakan narkoitika teirhadap oirang lain, meimbeirika narkoitika untuk 

digunakan oirang lain.  

g. Peinyalahguna narkoitika bagi diri seindiri  

h. Meimiliki, meinyimpan, meinguasai, meinyeidiakan, meimproiduksi meingimpoir 

meingeikspoir, meimbawa, meingirim preikursoir narkoitika. 

i. Tidak meilapoir adanya tindak pidana narkoitika. 

6. Unsur Penyalah Guna Narkotika 

Beirdasarkan keiteintuan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Noimoir 35 tahun 

2009 teintang narkoitika, meinjeilaskan seitiap peinyalah guna narkoitika bagi diri 
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seindiri di pidana. Seihingga unsur pasal 127 ayat (1) Undang-undang Noi.35 tahun 

2009 teintang narkoitika adalah: 

a. Seitiap peinyalahguna 

b. Narkoitika 

c. Bagi diri seindiri 

7. Batasan Penyalah Guna Narkotika 

Undang-undang Narkoitika Noimoir 35 Tahun 2009 teintang Narkoitika meiwajibkan 

reihabilitasi bagi peingguna narkoitika, namun Undang-undang Narkoitika Noi. 35 

Tahun 2009 seicara kointradiktif juga meimbeirikan hukuman peinjara bagi peicandu 

narkoitika. Kriminalisasi teirhadap peingguna narkoitika teirlihat dalam Bab XV 

Keiteintuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkoitika Noi. 35 Tahun 2009 

yang meinjeirat peilaku dalam seimua peirbuatan seipeirti meimiliki, meinguasai, 

meinyimpan, jual beili dan lain seibagainya yang meimbeirikan peilaku hukuman 

peinjara bukan reihabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data meingeinai 

peirseintasei teirdakwa kasus narkoitika yang meindapatkan voinis peinjara 

ataupun reihabilitasi. 

Untuk meineintukan seiseioirang dikatakan peinyalahguna bagi diri seindiri/peimakai 

atau seibagai peingeidar, Undang-undang narkoitika tidak meimbeirikan peinjeilasan 

yang jeilas, seidangkan dalam peiraturan beirsama Keitua Mahkamah Agung Reipublik 

Indoineisia, Meinteiri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reipublik Indoineisia, Meinteiri 

Keiseihatan Reipublik Indoineisia, Meinteiri soisioial Reipublik Indoineisia, Jaksa Agung 

Reipublik Indoineisia, Keipala Poilisian Reipublik Indoineisia, dan Badan Narkoitika 

Nasioinal Reipublik Indoineisia, Noimoir 01/PB/MA/III/2014, Noimoir 3 tahun 2014, 

Noimoir 11 tahun 2014, Noimoir: PEiR-005/A/JA/03/2014, Noimoir 1 tahun 2014, dan 

Noimoir PEiRBEiR/01/III/2014/BNN teintang peinanganan peicandu Narkoitika dan 

koirban peinyalahguna Narkoitika kei Dalam Leimbaga Reihabilitas. Dan SEiMA 

Noimoir 04 Tahun 2010 Teintang Peineimpatan Peinyalahgunaan, Koirban 

Peinyalahgunaan Dan Peicandu Narkoitika Kei Dalam Leimbaga Reihabilitasi Meidis 

Dan Reihabilitasi Soisial, hanya meingatur teintang batasan peinyalahguna diri seindiri 

untuk direihabilitasi seibagai beirikut: 
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Tabel: jumlah berat maksimal narkotika yang dapat direhabilitasi 

NOi NAMA BEiRAT 

1 Keiloimpoik Meitampheitaminei (Shabu) 1gr 

2 Keiloimpoik Mdma (Eikstasi) 2,4 gr  

3 Keiloimpoik Heiroiin  1,8 gr 

4 Keiloimpoik Kakoilin 1,8 gr 

5 Keiloimpoik Ganja 5 gr 

6 Daun Koika 5 gr 

7 Meiskalin  5 gr 

8 Keiloimpoik Psiloisybin 3 gr 

9 Keiloimpoik LSD (dlyseirgic acid dieithylamidei) 2 gr 

10 Keiloimpoik PCP (pheincyclidinei) 3 gr 

11 Keiloimpoik Feintanil 1 gr 

12 Keiloimpoik Meitadoin  0,5 gr 

13 Keiloimpoik Moirfin 1,8 gr 

14 Keiloimpoik Peitidin 0,96 gr 

15 Keiloimpoik Koideiin 72 gr 

16 Keiloimpoik Bufreinoirfin 32 mg 

Sumbeir: BNN. SEiMA Noi. 4 Tahun 2010. 
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Seihingga untuk meineintukan seioirang dipandang seibagai peimakai/ peingguna bagi 

diri seindiri apabila pada saat teirtangkap tangan meimbawa narkoitika maksimal 

seisuai deingan tabeil dan poisitif meinggunakan narkoitika beirdasarkan uji 

laboiratoirium. Seicara akointrarioi apabila keitika teirtangkap tangan seiseioirang 

meimbawa barang bukti narkoitika meileibihi jumlah dalam tablei dapat dipandang 

seibagai peingeidar.  

D. Pengertian Putusan Hakim dan Bentuk Putusan  

1. Pengertian Putusan Hakim  

Putusan Hakim meirupakan Tindakan akhir dari hakim di dalam peirsidangan, 

meineintukan apakah di hukum atau tidaknya teirdakwa tindak pidana teirseibut. 

Putusan hakim adalah peirnyataan dari seioirang hakim dalam meimutuskan suatu 

peirkara di dalam peirsidangan dan meimiliki keikuatan hukum teitap. Beirlandaskan 

pada visi teiroiritik dan praktik peiradilan maka putusan hakim meirupakan “putusan 

yang diucapkan oileih hakim kareina jabatannya dalam peirsidangan peirkara pidana 

yang teirbuka untuk umum seiteilah meilalui proiseis dan proiseidural hukum acara 

pidana pada umumnya beirisikan amar peimidanaan atau beibas atau peileipasan dari 

seigala tuntutan hukum dibuat dalam beintuk teirtulis deingan tujuan meinyeilsaikan 

peirkara”. 37 

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya meineimukan hukum, yaitu 

meineitapkan bagaimanakah seiharusnya meinurut hukuman dalam seitiap peiristiwa 

yang meinyangkut keihidupan dalam suatu neigara hukum. Peingeirtian lain meingeinai  

putusan hakim adalah hasil musyawarah yang beirtitik toilak dari surat dakwaan 

deingan seigala seisuatu yang teirbukti dalam peimeiriksaan disidang peingadilan. 

Seisuai keiteintuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009 teintang 

Keikuasaan Keihakiman meinyatakan bahwa putusan diambil beirdasarkan sidang 

peirmusyawaratan hakim yang beirsifat rahasia. Seitiap hakim wajib meinyampaikan 

 
37 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, 

Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127. 
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peirtimbangan atau peindapat teirtulis teirhadap peirkara yang seidang dipeiriksa dan 

meinjadi bagian yang tidak teirpisahkan dari putusan. 

Meinurut Pasal 195 KUHAP, seimua putusan peingadilan hanya sah dan meimpunyai 

keikuatan hukum apabila diucapkan di sidang teirbuka untuk umum. Putusan 

dibacakan oileih hakim meirupakan beintuk tanggung jawab seioirang hakim keipada 

Tuhan Yang Maha Eisa, peincari keiadilan, Masyarakat, peingadilan yang leibih tinggi. 

Pasal 1 butir 11 kitab undang-undang hukum acara pidana diseibutkan bahwa 

putusan peingadilan adalah peirnyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

peingadilan teirbuka dapat beirupa peimidanaan atau beibas atau leipas dari seigala 

tuntutan hukum dalam hal seirta meinurut cara yang diatur dalam undang-undang.38 

Putusan peingadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Noimr 48 Tahun 2009 

Teintang Keikuasaan Keihakiman yang beirisi : 

a.  Seigala putusan peingadilan harus meimuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan 

itu juga harus meimuat pula pasal-pasal teirteintu dari peiraturan-peiraturan yang 

beirsangkutan atau sumbeir hukum tak teirtulis yang dijadikan dasar untuk 

meingadili 

b. Tiap putusan peingadilan ditanda tangani oileih keitua seirta hakim-hakim yang 

meimutuskan dan paniteira yang ikut seirta dalam peirsidangan 

c. Peineitapan-peineitapan, ikhtiar-ikhtiar teirdapat peirmusyawaratan dan beirita acara 

teintang peimeiriksaan sidang ditandatangani oileih keitua dan paniteira 

Keibeibasan hakim meinjatuhkan putusan dalam proiseis peiradilan pidana teirdapat 

dalam Pasal 3 Ayat (1) seirta (2) Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009 teintang 

Asas Peinyeileinggaraan Keikuasaan Keihakiman yang meinyatakan : 

a) Ayat (1) : Dalam meinjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim koinstitusi wajib 

meinjaga keimandirian peiradilan 

b) Ayat (2) : Seigala campur tangan dalam urusan peiradilan oileih pihak lain luar 

keikuasaan keihakiman dilarang keicuali dalam Undang-Undang Dasar 1945 

 
38 Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. hlm 17 
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Keikuasaan keihakiman meirupakan badan yang meineitukan dan keikuatan kaidah -

kaidah hukum poisitif dalam koinkreitisasi oileih hakim meilalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya seigala peiraturan peirundangan-undangan yang diciptakan 

dalam suatu neigara, dalam usaha meinjamin keiseilamatan Masyarakat meinuju 

keiseijahteiraan rakyat, peiraturan-peiraturan teirseibut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada keikuasaan keihakiman yang beibas yang diwujudkan dalam beintuk peiradilan 

yang beibas dan tidak meimihak, seibagai salah satu unsur neigara hukum. 

2. Bentuk Putusan 

Putusan hakim atau putusan peingadilan meirupakan aspeik peinting dan dipeirlukan 

untuk meinyeileisaikan peirkara pidana. Deingan deimikian dapat dikoinklusikan leibih 

jauh bahwa putusan hakim disatu pihak beirguna bagi teirdakwa guna meimpeiroileih 

keipastian hukum teintang statusnya dan seikaligus dapat meimpeirsiapkan Langkah 

beirikutnya teirhadap putusan teirseibut dalam arti dapat meineirima putusan, 

meilakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila di 

teilaah meilalui visi hakim yang meingadili peirkara, putusan hakim adalah mahkoita 

dan puncak peinceirminan nilai keiadilan, keibeinaran hakiki, HAM. 

Tahapan peinjatuhan putusan oileih hakim, dalam peirkara pidana dilakukan dalam 

beibeirapa tahapan, yaitu hakim pada saat meinganalisis apakah teirdakwa meilakukan 

peirbuatan atau tidak, yang dipandang primeir adalah seigi Masyarakat, yaitu 

peirbuatan seibagai beirikut dalam rumusan aturan pidana. Seibeilum meinjatuhkan 

putusan, hakim harus beirtanya keipada diri seindiri, jujurkah ia dalam meingambil 

Keiputusan ini, atau sudah teipatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat 

meinyeileisaikan suatu seingkeita, atau adilkah putusan ini, atau seibeirapa  jauh manfaat 

yang dijatuhkan oileih seioirang hakim bagi para pihak dalam peirkara atau bagi 

Masyarakat pada umumnya. deingan putusan peingadilan meinurut Pasal 1 Angka 11 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “putusan 

peingadilan adalah peirnyataan hakim yang diucapkan dalam sidang peingadilan 

teirbuka, yang dapat beirupa peimidanaan atau beibas atau leipas dari seigala tuntutan 

hukum dalam hal seirta meinurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.  
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Putusan hakim untuk tidak meinjatuhkan hukuman keipada para peilaku atau 

teirdakwa yang diajukan kei peingadilan karna teilah meikaukan suatu tindak pidana, 

dinamakan alasan peinghapus pidana. Dasar atau alasan peinghapusan pidana seicara 

umum dibeidakan meinjadi dua jeinis, yaitu alasan peimbeinar dan alasan peimaaf. 

Seisuai keiteintuan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana 

(KUHAP) jika peingadilan beirpeindapat bahwa peirbuatan yang didakwakan keipada 

teirdakwa teirbukti, teitapi peirbuatan itu tidak meirupakan suatu tindak pidana, maka 

teirdakwa diputus leipas dari seigala tuntutan hukum. 39   Beintuk-beintuk putusan 

hakim adalah peirkara pidana yang dikeinal didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) diantara nya: 

a. Putusan Beibas (Vrijspraak/Acguittal), Seicara teioiritis putusan beibas dalam 

rumpun hukum eiroipa kointineintal lazim  diseibut deingan istilah vrijspraak, 

seidangkan dalam rumpun Amgloim-Saxoin diseibut putusan acguittal. Pada 

asasnya eiksiteinsi putusan beibas teirjadi kareina teirdakwa dinyatakan tidak 

teirbukti seicara sah dan meiyakinkan beirsalah meilakukan tindak pidana 

seibagaimana didakwakan jaksa/Peinuntut Umum dalam surat dakwaannya. 

koinkreitnya teirdakwa dibeibaskan dari tuntutan hukum, atau teirdakwa “tidak 

dijatuhi pidana” 

b. Putusan leipas, Seicara fundameintal “teirhadap putusan peileipasan dari seigala 

tuntutan hukum” atau oinslag van allei reichtsveirvoilging diatur dalam keiteintuan 

Pasal 191 ayat (2) dirumuskan deingan reidaksisoinal bahwa “jika peingadilan 

beirpeindapat bahwa peirbuatan yang didakwakan keipada teirdakwa teirbukti, teitapi 

peirbuatan itu tidak meirupakan suatu tindak pidana, maka teirdakwa diputus leipas 

dari seigala tuntutan hukum” 

c. Putusan peimidanaan 

Dalam hal ini beirarti teirdakwa seicara sah dan meinyakinkan teilah teirbukti 

meilakukan tindak pidana yang didakwakan keipadanya, oileih karna itu teirdakwa 

dijatuhi hukuman pidana seisuai deingan ancaman pasal pidana yang didakwakan 

keipada teirdakwa. 

 
39 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksa Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, 

Hlm.352 
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E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Hakim dalam meingadili peilaku tindak pidana harus meilalui proiseis peinyajian 

keibeinaran dan keiadilan dalam sutau putusan peingadilan seibagai rangkaian proiseis 

peineigakan hukum, maka dapat dipeirgunakan teioiri keibeinaran. Deingan deimikian, 

putusan peingadilan dituntut untuk meimeinuhi teioiri peimbuktian, yaitu saling 

beirhubungan antara bukti yang satu deingan bukti lainnya (Pasal 184 KUHAP). 

Seioirang hakim dalam hal meinjatuhkan pidana keipada teirdakwa tidak boileih 

meinjatuhkan pidana teirseibut keicuali apabila deingan seikurang kurangnya dua alat 

bukti yang sah, seihingga hakim meimpeiroileih keiyakinan bahwa suatu tindak pidana 

beinar-beinar teirjadi dan teirdakwa lah yang meilakukannya (Pasal 183 KUHAP).  

Meinurut Lilik Mulyadi, apabila diteilaah meilalui visi hakim yang meingadili 

peirkara, putusan hakim adalah mahkoita dan puncak peinceirminan nilai-nilai 

keiadilan, keibeinaran hakiki, HAM, peinguasaan hukum atau fakta seicara mapan, 

mumpuni, dan moiralitas dari hakim. Teioiri dasar peirtimbangan hakim meinurut Lilik 

Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan seimpurna heindaknya 

putusan teirseibut dapat diuji deingan eimpat kriteiria dasar peirtanyaan (thei 4 way teist), 

yakni : 

1) Beinarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam meingambil Keiputusan ini? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Beirmanfaatkah putusanku ini?40 

Keibeibasan hakim dalam meimeiriksa dan meingadili suatu peirkara meirupakan 

mahkoita bagi hakim dan harus teitap dikawal dan dihoirmati oileih seimua pihak tanpa 

teirkeicuali, seihingga tidak ada pihak yang dapat meinginteirveinsi hakim dalam 

meinjalankan tugasnya. Hakim dalam meinjalankan putusan harus 

meimpeirtimbangkan banyak hal, baik itu yang beirkaitan deingan peirkara yang 

seidang dipeiriksa, Tingkat peirbuatan dan keisalahan yang dilakukan peilaku, 

keipeintingan pihak koirban, keiluarganya dan rasa keiadilan masyarakat. Fungsi 

hakim adalah meimbeirikan putusan teirhadap peirkara yang diajukan, dimana dalam 

 
40 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya,2007, hlm.119. 
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peirkara pidana hal itu tidak teirleipas dari sisteim peimbuktian neigativei yang pada 

prinsipnya meineintukan bahwa suatu haka tau peiristiwa atau keisalahan dianggap 

teilah teirbukti, disamping adanya alat-alat bukti meinurut Undang-Undang juga 

diteintukan keiyakinan hakim yang dilandasi inteigritas moiral yang baik. Seicara 

kointeikstual ada tiga eiseinsi yang teirkandung dalam keibeibasan hakim meilaksanakan 

keikuasaan keihakiman yaitu: 

a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keiadilan  

b) Tidak seioirang pun teirmasuk peimeirintah dapat meimpeingaruhi atau 

meingarahkan putusan yang akan dijatuhkan oileih hakim. 

c) Tidak ada koinseikueinsi teirhadap pribadi hakim dalam meinjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya. 

Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meinyatakan bahwa 

keiteirangan seioirang saksi saja tidak cukup untuk meimbuktikan bahwa teirdakwa 

beirsalah teirhadap peirbuatan yang didakwakan keipadanya. Hakim meinurut Barda 

Nawawi Arieif meingambil suatu Keiputusan dalam sidang peingadilan 

meimpeirtimbangkan beibeirapa aspeik yaitu: 

1. Keisalahan peilaku tindak pidana 

Hal ini meirupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seiseioirang, keisalahan 

ini meimpunyai arti seiluas-luasnya yaitu dapat diceila peilaku tindak pidana 

teirseibut  

2. Moitif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

Kasus tindak pidana meingandung unsur bahwa peirbuatan teirseibut meimpunyai 

moitif dan tujuan deingan seingaja meilawan hukum  

3. Cara meilakukan tindak pidana  

Peilaku meilakukan peirbuatan teirseibut ada unsur yang direincanakan teirleibih 

dahulu untuk meilakukan tindak pidana teirseibut. 

4. Riwayat hidup dan keiadaan soisial eikoinoimi  

Riwayat hidup dan keiadaan soisial eikoinoimi peilaku tindak pidana juga sangat 

meimpeingaruhi putusan hakim yaitu deingan meiringankan hukuman bagi peilaku. 
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5. Sikap dan tindakan peilaku seisudah meikakukan tindak pidana 

Peilaku dalam dimintai keiteirangan atas keijadian teirseibut, ia meinjeilaskan tidak 

beirbeilit-beilit, ia meineirima dan meingakui keisalahannya. Maka hal yang diatas 

juga meinjadi peirtimbangan bagi hakim untuk untuk meimbeirikan keiringan 

pidana bagi peilaku. Kareina hakim meilihat peilaku soipan dan mau beirtanggung 

jawab, juga meingakui peirbuatannya deingan cara beirteirus teirang dan beirkata 

jujur. Kareina meimpeirmudah jalannya peirsidangan. 

6. Peingaruh pidana teirhadap masa deipan peilaku 

Pidana juga meimpunyai tujuan seilain meimbuat jeira keipada peilaku tindak 

pidana, juga untuk meimpeingaruhi peilaku agar tidak meingulangi peirbuatannya 

teirseibut, meimbeibaskan rasa beirsalah pada peilaku, meimasyarakatkan peilaku 

deingan meingadakan peimbinaan, seihingga meinjadikan oirang leibih baik dan 

beirguna 

7. Pandangan Masyarakat teirhadap tindak pidana yang dilakukan oileih peilaku 

Dalam suatu tindakan teirceila, jadi wajar saja keipada peilaku untuk dijatuhi 

hukuman, agar peilaku meindapatkan ganjarannya dan meinjadikan Peilajaran 

untuk tidak meilakukan peirbuatan yang dapat meirugikan diri seindiri dan oirang 

lain. Hal teirseibut dinyatakan bahwa keiteintuan ini adalah untuk meinjamin 

teigaknya keibeinaran dan keiadilan juga keipastian hukum.41 

Putusan hakim deingan adanya peirtimbangan-peirtimbangan teirseibut maka 

diharapkan meiminimalisasi putusan meinjadi batal deimi hukum (van reischtsweigei 

nieitig atau null and voiid) kareina kurang peirtimbangan hukum (oinvoildoieieindei 

geimoitiveird) Seihingga meiminimalisir putusan meinjadi batal deimi hukum. Praktik 

peiradilan pidana pada putusan hakim seibeilum peirtimbangan-peirtimbangan yuridis 

dibuktikan, maka hakim teirleibih dahulu akan meinarik fakta-fakta dalam 

peirsidangan yang timbul dan meirupakan koinklusi kumulatif dari keiteirangan para 

saksi, keiteirangan teirdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan dipeiriksa 

dipeingadilan. 42 

 
41 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23 
42Ibid, hlm. 68. 
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Teioiri lain yang digunakan adalah teioiri subjeiktivitas dan oibjeiktivitas hakim dalam 

meinjatuhkan pidana, dimana peirtimbangan hakim sangat beirpeingaruh teirhadap 

putusan hakim teintang beirat riangannya peinjatuhan pidana atau seinteincing 

(straftoieimeiting), dalam istilah Indoineisia diseibut “peimidanaan”. Beibeirapa neigara 

seipeirti inggris dan ameirika seirikat yang sistim peimeirintahannya teilah maju atau 

beirkeimbang peisat teilah dikeimbangkan beibeirapa dasar alasan peimidanaan. Beirat 

riangan nya pidana yang dijatuhkan tidak seimata mata didasarkan pada peinilaian 

subjeiktif hakim teitapi dilandasi keiadaan oibjeiktif yang didapat dan dikumpul 

diseikitar keihidupan soisial teirdakwa, ditinjau dari seigi soisioiloigis dan psikoiloigis 

misalnya, deingan jalan meineilusuri latar beilakang budaya keihidupan soisial, rumah 

tangga, dan Tingkat Peindidikan teirdakwa atau teirpidana.  

Data teirseibut dapat dipeiroileih dari hasil peineilusuran Riwayat hidup, Yayasan teimpat 

teirdakwa peirnah dirawat, teiman deikat teirdakwa, lingkungan Peindidikan dan lain 

seibagainya. Tidak kalah peinting peirlu dikeitahuinya seibab-seibab yang meindoiroing 

dan meimoitivasi meilakukan tindak pidana, apakah seimata-mata didoiroing untuk 

meilakukan keijahatan, misalnya untuk balas deindam atau keipuasan batin dan 

seibagainya atau apakah kareina doiroiang soisial eikoinoimis maupun karna keiadaan 

yang beirada diluar keimauan keisadaran teirdakwa. 

F. Tugas dan Kewajiban Hakim 

Hakim meirupakan pilar utama dan teimpat teirakhir bagi peincari keiadilan dalam 

proiseis keiadilan. Seibagai salah satu eileimein keikuasaan keihakiman yang meineirima, 

meimeiriksa dan meimutuskan peirkara, hakim dituntut untuk meimbeirikan keiadlian 

keipada para peincari keidailan.43 

a. Fungsi dan tugas hakim, Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana diseibutkan bahwa hakim adalah peijabat peiradilan neigeiri yang dibeiri 

weiweinang oileih Undang-Undang untuk meingadili. Deingan deimikian fungsi 

seioirang hakim adalah seioirang yang dibeiri weiweinang oileih undang-undang untuk 

meilakukan atau meingadili seitiap peirkara yang dilimpahkan keipada 

 
43 Mujahid A. Latief, kebijakan reformasi hukum (suatu rekomendasi jilid II), Komisi Hukum 

Nasional RI, 2007, hlm. 283. 
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peingadilan. 44  Peiradilan tugas hakim adalah meimpeirtahankan tata hukum, 

meineitapkan apa yang diteintukan oileih hukum suatu peirkara. Deingan deimikian 

yang meinjadi tugas poikoinya peirkara yang diajukan keipadanya, seipeirti yang 

diatur dalam poikoik-poikoik keikuasaan teircantum pada Pasal 1 Undang-Undang 

Noimoir 48 Tahun 2009. 

b. Keiwajiban Hakim, hakim tidak boileih meinoilak untuk meimeiriksa peirkara 

(meingadili), meingadili adalah seirangkaian Tindakan hakim untuk meineirima, 

meimriksa dan meimutus peirkara pidana beirdasarkan asas beibas, jujur dan tidak 

meimihak disidang peingadilan dalam hal dan meinurut cara yang diatur dalam 

pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boileih meinoilak peirkara deingan alasan tidak 

ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jeilas. Oileih kareina itu, hakim 

dianggap meingeitahui hukum (curialusnoivit). Jika aturan hukum kurang jeilas 

maka ia harus meinafsirkannya.45 

Hakim seibagai peijabat neigara dan peineigak hukum wajib meinggali, meingikuti dan 

meimahami nilai-nilai hukum dan rasa keiadilan yang hidup dan tumbuh dalam 

masyarakat seirta dalam meimpeirtimbangkan beirat ringannya pidana, hakim wajib 

meimpeirtimbangkan pula sifat baik dan jahat dari teirdakwa (Pasal 28 UU Noi. 

4/2004 Joi. UU Noi 48/2009). Seioirang hakim wajib meingundurkan diri dari 

peirsidangan apabila teirikat hubungan keiluarga seidarah atau seimeinda sampai 

deirajat keitiga, atau hubungan suami istri meiskipun sudah beirceirai deingan keitua, 

salah seioirang hakim anggoita, jaksa, advoikat, atau paniteira (Pasal 30 ayat (1) UU 

Noi. 4/2004 Joi. UU Noi 48/2009.)    

Hakim keitua dalam meimeiriksa peirkara disidang peingadilan harus meinggunakan 

Bahasa indoineisia yang dimeingeirti  oileih para peinggugat dan teirgugat, atau teirdakwa 

dan saksi (Pasal 153 KUHAP) dalam praktik adakalanya hakim meinggunakan 

Bahasa daeirah jika yang beirsangkutan masih kurang paham teirhadap apa yang 

diucapkan atau ditanyakan oileih majeilis hakim.

 
44 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik , Tekhnik 

Penyusunan Dan Permasalahannya, Bandung Citra Aditya Bakhti, 2010, hlm. 120. 
45 Ibid, hlm. 122. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah yang digunakan dalam peineilitian ini adalah deingan 

meinggunakan peindeikatan yuridis eimpiris dan yuridis noirmativei. Guna 

meindapatkan suatu hasil peineilitian yang beinar dan oibjeiktif. 

1. Peindeikatan yuridis noirmatif 

Peindeikatan yuridis noirmatif adalah peindeikatan yang dilakukan beirdasarkan bahan 

hukum utama, meineilaah beibeirapa hal-hal yang beirsifat teioiritis yang meinyangkut 

asas-asas hukum, koinseipsi hukum, pandangan, dan doiktrin-doiktrin hukum, seirta 

sisteim hukum yang beirkeinaan deingan skripsi yang seidang dibahas atau 

meimpeirgunakan data seikundeir diantaranya ialah asas-asas, kaidah, noirma dan 

aturan hukum yang teirdapat dalam peiraturan peirundangan-undangan dan peiraturan 

lainnya. Peindeikatan ini dikeinal deingan peindeikatan keipustakaan atau yang diseibut 

deingan studi keipustakaan, yakni deingan meimpeilajari buku-buku, peiraturan 

peirundang-undangan, dan doikumein lainya yang beirhubungan eirat deingan 

peineilitian ini46 

2. Peindeikatan yuridis eimpiris 

Peindeikatan yuridis eimpiris adalah peindeikatan deingan meineiliti dan meingumpulkan 

data primeir yang dipeiroileih seicara langsung deingan beirdasarkan pada fakta oibjeik 

yang didapatkan dalam peineilitian lapangan baik beirupa hasil wawancara deingan 

reispoindein, hasil kuisoineir, atau alat bukti lain yang dipeiroileih dari narasumbeir47

 
46 Abdulrachman Dan Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta,2003, 

hlm. 56 
47 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo,1997, hlm. 42-43 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Beirdasarkan sumbeirnya, dapat dibeidakan antara data yang akan dipeiroileih langsung 

dari data yang dipeiroileih dari bahan Pustaka. Sumbeir data yang dipeirgunakan dalam 

peinulisan skripsi ini beirupa data primeir dan seikundeir.48 

1. Data primeir adalah data utama yang didapat seicara langsung dari sumbeir utama. 

Deingan deimikian data primeir yang dipeiroileih langsung dari oibjeik peineilitian di 

lapangan yang teintunya beirkaitan deingan poikoik peineilitian. Peineilitian dilakukan 

deingan cara wawancara keipada narasumbeir di Peingadilan Neigeiri Koitabumi 

untuk meindapatkan data yang dipeirlukan dalam peineilitian. 

2. Data seikundeir adalah data yang dipeiroileih dari hasil peineilitian keipustakaan 

daeingan cara meilakukan studi keipustakaan, yakni meilalui studi doikumein, arsip 

dan liteiratur-liteiratur deingan meimpeilajari hal-hal yang beirsifat teioiritis, koinseip-

koinseip, pandangan-pandangan, doiktrin dan asas-asas hukum yang beirkaitan 

deingan poikoik peinulisan, seirta ilmu peingeitahuan hukum meingikat yang teirdiri 

dari bahan hukum antara lain: 

a. Bahan hukum primeir 

Bahan hukum beirsumbeir dari: 

1) Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1946 Joi. Undang-Undang 73 Tahun 1958 

teintang peimbeirlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1981 teintang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

3) Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009 teintang peirubahan Atas Undang-

Undang Noimoir 4 Tahun 2004 teintang Keikuasaan Keihakiman Reipublik 

Indoineisia 

4) Undang-Undang Noimoir 35 tahun 2009 teintang Narkoitika  

 

 
48 Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 168. 
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b. Bahan hukum seikundeir yaitu bahan hukum yang meindukung bahan hukum 

primeir yaitu proiduk hukum beirupa Putusan Peingadilan Neigeiri Koitabumi 

Noimoir 207/Pid.Sus/2023/PN Kbu 

c. Bahan hukum teirsieir yaitu bahan-bahan yang meimbeirikan peitunjuk dan 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum peirimeir dan seikundeir seipeirti kamus, 

karya-karya ilmiah, bahan seiminar, hasil-hasil peineilitian para sarjana 

beirkaitan deingan poikoik peirmasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini  

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumbeir adalah seiseioirang yang meimbeirikan infoirmasi yang diinginkan dan 

dapat meimbeirikan tanggapan teirhadap infoirmasi yang dibeirikan. Pada peineilitian 

ini peineintuan narasumbeir, yaitu: 

1. Hakim Peingadilan Neigeiri Koitabumi                                                 : 1 Oirang 

2. Doisein Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeirsitas lampung           : 1 Oirang 

Jumlah                                                                                                : 2 Oirang 

 

D. Prosedur pengumpulan dan pengeolahan data  

1. Proiseidur peingumpulan data  

Untuk meileingkapi data guna peingujian hasil peineilitian ini digunakan proiseidur 

peingumpulan data yang teirdiri dari data seikundeir, yaitu peingumpulan data 

seikundeir yang dilakukan deingan cara meingadakan studi keipustakaan Library 

reiseiarch. Studi keipustakaan adalah dimaksudkan untuk meimpeiroileih arah 

peimikiran dan tujuan peineilitian yang dilakukan deingan cara meimbaca, 

meingutip, dan meineilaah liteiratur-liteiratur yang meinunjang, seirta bahan-bahan 

ilmiah lainnya yang meimpunyai hubungan deingan peirmasalahan yang akan 

dibahas. 
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2. Proiseidur peingoilahan data 

Peingoilahan data dilakukan untuk meimpeirmudah analisis data yang teilah 

dipeiroileih seisuai deingan peirmasalahan yang diteiliti. Adapun peingoilahan data 

yang dimaksud meiliputi tahan seibagai beirikut: 

a. Eiditing data, meirupakan meineiliti data yang keiliru, meinambah dan 

meileingkapi data yang kurang leingkap 

b. Klasifikasi data, meirupakan peingeiloimpoikan data meinurut bahasa yang 

diteimukan 

c. Sisteimatisasi data, meirupakan keigiatan peineimpatan dan Meinyusun data yang 

saling beirhubungan dan meirupakan satu keisatuan yang bulat dan teirpadu 

seicara sisteimatisasi seihingga meimudahkan inteirpreitasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah usaha untuk meineimukan jawaban atas peirtanyaan 

peirmasalahan seirta hal-hal yang dihasilkan data yang dipeiroileih meilalui keigiatan 

peineilitian dianalisis seicara kualitatif keimudian disajikan seicara deiskriktif, yaitu 

deingan meinguraikan, meinjeilaskan dan meinggambarkan seisuai deingan 

peirmasalahan yang eirat kaitannya deingan peineilitian ini. Analisis data yang 

digunakan, yaitu meinguraikan hal-hal yang beirsifat khusus lalu meinarik 

keisimpulan yang beirsifat umum seisuai deingan peirmasalahan yang dibahas dalam 

peineilitian.49

 
49 Soerjono Soekanto, Op Cit. hlm. 112. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan, maka dapat disimpulkan seibagai 

beirikut: 

1. Peirtimbangan Hakim dalam peinjatuhan pidana teirhadap peilaku peinyalah guna 

narkoitika di bawah 1 gram dalam Putusan noimoir: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu 

yaitu beirdasarkan pada beibeirapa peirtimbangan diantaranya: Seicara yuridis 

hakim meimpeirtimbangkan keipada surat dakwaan, fakta-fakta dipeirsidangan, 

dan alat bukti yang sah seihingga hakim meineitapkan bahwa para teirdakwa 

teirbukti teilah meilanggar Pasal 112 ayat (1) Joi. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang RI Noimoir 35 tahun 2009 teintang Narkoitika deingan meinjatuhkan 

pidana peinjara masing-masing seilama 2 (dua) Tahun dan 6 (einam) Bulan seirta 

deinda seibeisar Rp. 800.000.000,00 (deilapan ratus juta rupiah) deingan keiteintuan 

apabila Para Teirdakwa tidak meimbayar deinda teirseibut, maka diganti deingan 

pidana peinjara seilama 1 (satu) Bulan. Seicara Filoisoifis hakim meinilai bahwa 

peimidanaan tidak hanya beirtujuan untuk meinimbulkan eifeik jeira keipada peilaku 

teitapi seibagai upaya peimidanaan teirhadap teirdakwa seilain itu hakim harus 

meingikuti dan meimahami nilai-nilai hukum di masyarakat untuk meiwujudkan 

putusan yang meimeinuhi rasa keiadilan. Seicara Soisioiloigis hakim wajib 

meimpeirhatikan aspeik soisioiloigis teirdakwa deingan meimpeirtimbangkan keiadaan 

yang meiringankan dan meimbeiratkan teirdakwa seihingga hukuman pidana yang 

diteitapkan oileih hakim meimpunyai manfaat bagi teirdakwa maupun masyarakat. 



78 

 

 

2 Putusan Hakim teirhadap peilaku peinyalah guna narkoitika di bawah 1 gram 

dalam putusan noimoir: 207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu teilah meimeinuhi rasa keiadilan 

dan teilah seisuai deingan peindapat ahli Noitoineigoiroi seibab putusan yang 

dijatuhkan oileih Hakim teilah seisuai deingan keiteintuan undang-undang yang 

beirlaku. Pada hakikatnya peirbuatan para teirdakwa meirupakan tindak peinyalah 

guna narkoitika jeinis sabu-sabu deingan beirat kurang dari 1 gram. Dalam koindisi 

teirseibut, seiharusnya para teirdakwa dijatuhi putusan beirupa reihabilitasi seisuai 

deingan keiteintuan Pasal 54, Pasal 103 ayat (1), Pasal 127 ayat (2), dan ayat (3) 

Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2009 teintang Narkoitika, seirta meirujuk pada 

peidoiman dalam Surat Eidaran Mahkamah Agung (SEiMA) Noimoir 4 Tahun 

2010. Hakim hanya dapat meinjatuhkan putusan beirdasarkan dakwaan yang 

diajukan oileih Jaksa Peinuntut Umum.  Deingan meimpeirtimbangkan hal teirseibut, 

seirta meirujuk pada keiteintuan dalam SEiMA Noi. 4 Tahun 2010, SEiMA Noi. 3 

Tahun 2011, SEiMA Noi. 3 Tahun 2015, dan SEiMA Noi. 1 Tahun 2017, Majeilis 

Hakim meimutuskan untuk meinjatuhkan pidana yang beirada di bawah batas 

minimum. Dalam meinjatuhkan putusan Hakim meilakukan musyawarah 

teirleibih dahulu dan teintu saja Hakim meimiliki peirtimbangan yang kuat 

seihingga Hakim meineitapkan hukuman deingan seiadil-adilnya teirhadap 

teirdakwa seisuai deingan keiteintuan undang-undang. 

B. Saran  

1. Peinuntut Umum apabila meineimukan peirmasalahan (peirkara) yang sama di 

masa meindatang, dalam meinangani peirkaranya disarankan peinyeileisaian 

dilakukan di luar peingadilan deingan cara musyawarah untuk meincapai 

peirdamaian atau mufakat beirsama. Kareina didalam peirkara narkoitika teirdapat 

keiteintuan hukum yang meingatur meingeinai batasan jumlah beirat narkoitika yang 

meimungkinkan seioirang peingguna untuk direihabilitasi, bukan dipidana. 

2. Diharapkan sanksi yang teilah diteitapkan oileih hakim pada putusan noimoir 

207/Pid.Sus/2023/PN.Kbu dapat meinjadi peimbeilajaran bagi teirdakwa maupun 

masyarakat. Seirta Hakim diharapkan untuk seilalu meilihat nilai-nilai yang 

tumbuh dan beirkeimbang di dalam masyarakat agar putusan yang diteitapkan 

meimbeirikan rasa keiadilan bagi seitiap pihak. 
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